
 
 

 
 

 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 41 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG 
PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH            

DI KABUPATEN BOGOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOGOR, 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja 
pelayanan kesehatan serta tertib pengelolaan keuangan 
jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum 

Daerah di Kabupaten Bogor, telah diatur penggunaan jasa 
pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan 

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Penggunaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum 
Daerah yang pengaturan mengenai alokasi penggunaan 

jasa pelayanan dari tarif INA-CBG’s adalah kisaran 30 % 
(tiga puluh persen) sampai dengan 45 % (empat puluh 
lima persen) dari total pendapatan yang diterima dari tarif              

INA-CBG’s; 

  b. bahwa besaran alokasi penggunaan jasa pelayanan dari 

tarif INA-CBG’s sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional adalah kisaran 30 % (tiga puluh persen) sampai 
dengan 50 % (lima puluh persen) dari total pendapatan 

yang diterima dari tarif INA-CBG’s, serta dalam rangka 
peningkatan kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, pengaturan 

mengenai alokasi penggunaan jasa pelayanan dari tarif 
INA-CBG’s sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 
disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk                 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa 
Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah di 

Kabupaten Bogor; 

Mengingat: ... 

 

 

 

 

SALINAN 

BUPATI BOGOR 
PROVINSI JAWA BARAT 



Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan                    

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan ... 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                        

Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 874); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor             

Nomor 37); 

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96); 

17. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai 
Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah                            

di Kabupaten Bogor sebagai Penyelenggara Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

Secara Penuh (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 
2015 Nomor 47); 

18. Peraturan ... 

 

 



18. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Penggunaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum 

Daerah di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2016 Nomor 4); 

19. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2016 Nomor 48); 

20. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah Cibinong Kelas B (Berita Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 74); 

21. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Ciawi Kelas B (Berita Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2017 Nomor 75); 

22. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Cileungsi Kelas C (Berita Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 76); 

23. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Leuwiliang Kelas C (Berita Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 77); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 

TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN 
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN 
BOGOR. 

Pasal I 

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan 

Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah di 
Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 
2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 10 

Alokasi penggunaan jasa pelayanan dari tarif INA-CBG’s 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah kisaran 30 % 
(tiga puluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) 
dari total pendapatan yang diterima dari tarif INA-CBG’s. 

Pasal II ... 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

 

Ditetapkan di Cibinong 
pada tanggal 23 Januari 2018 

BUPATI BOGOR, 

ttd 

NURHAYANTI 

 
Diundangkan di Cibinong 
Pada tanggal 23 Januari 2018 

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
      KABUPATEN BOGOR 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
  KESEJAHTERAAN RAKYAT, 

                    ttd 

            BURHANUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2018 NOMOR 41 
 
 
 
 
 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

ADE JAYA MUNADI 

Pembina Tk. I/IV.b 
NIP. 196606021997031001 

 


